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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Hukum dan industri sebagai bagian dari pengembangan ilmu 

pengetahuan yang merupakan ibadah kepada Allah SWT.(integrated) yang 

memberi efek terwujudnya masyarakat utama. Pembangunan ekonomi 

sebagai bagian dari pembagunan nasional, merupakan pengembangan 

sumberdaya manusia berdasarkan nilai-nilai keislaman dan memberi arah 

perubahan terhadap pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar pembangunan ekonomi 

di Indonesia dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional mengatakan : 

“bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha 

bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar asas keadilan, 

efisiensi dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, 

kesejahteraan dan keadilan social bagi seluruh rakyat”.
1
  

 

Dalam menghadapi pembangunan perekonomian nasional yang 

senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan 

yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, 

diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk 

perbankan, untuk mendorong program pemerintah. Guna mencapai tujuan 
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tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, 

termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. 

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan 

pada lingkungan yang selalu menyebabkan terjadinya peristiwa yaitu 

perubahan yang mengharap pada segi positif dan negatif.
2
 Segi positif 

disebut sebagai hasil pembangunan, sedangkan segi negatif disebut dengan 

istilah dampak dari pembangunan. Konsep pembangunan di Indonesia 

dikenal dengan istilah pembangunan yang berkelanjutan (sustainable 

development), yaitu pembangunan yang dilakukan oleh manusia sehingga 

dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sekarang dan untuk masa 

yang akan datang. Dalam mewujudkan pembangunan di bidang ekonomi, 

pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan, di antaranya adalah 

peningkatan taraf hidup masyarakat dengan jalan pemberian kredit yang 

dilakukan oleh perbankan, baik bank pemerintah maupun bank swasta 

nasional sebagai salah satu sumber mendapatkan dana atau modal kerja. 

Berbagai lembaga keuangan, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana 

bagi kegiatan perekonomian  dengan memberikan pinjaman uang antara 

lain dalam bentuk kredit perbankan.  

Seiring dengan kemajuan jaman jumlah penduduk semakin 

bertambah, akibatnya permintaan terhadap adanya rumah sebagai tempat 
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tinggalpun juga bertambah. Rumah merupakan salah satu kebutuhan yang 

paling penting dan harus terpenuhi bagi semua orang dan merupakan salah 

satu kebutuhan primer semua orang. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

rumah maka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

Terlebih lagi bagi yang sudah berkeluarga rumah merupakan tempat bagi 

keluarga untuk berlindung, beraktivitas serta menciptaan suasana 

kerukunan hidup keluarga dan masyarakat dalam lingkungannya. Akan 

tetapi semakin sedikitnya tanah dan jumlah masyarakat yang 

membutuhkan rumah saat ini semakin banyak, maka harga tanah dan 

rumah menjadi sangat mahal. Sehingga perbankan membantu nasabah 

(debitur) dalam memiliki rumah yang dikehendaki dan membantu nasabah 

(debitur) dalam membayar rumah dengan sistem Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR). KPR merupakan produk kredit yang diberikan oleh bank kepada 

nasabah untuk pembelian rumah. Namun pada perkembangnnya oleh 

pihak perbankan fasilitas KPR saat ini di kembangkan menjadi kredit yang 

juga dapat digunakan untuk keperluan renovasi dan/atau pembangunan 

rumah. Berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah (debitur) yang 

mewajibkan nasabah (debitur) untuk membayar, dan pembayarannya 

dilakukan secara angsuran berdasarkan jangka waktu dan bunga yang telah 

ditentukan.
3
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 Jasa perbankan memiliki peran yang besar dalam mendorong 

perekonomian nasional. Pada dasarnya, pemberian kredit oleh bank 

diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk membayar 

kembali dengan syarat melalui suatu perjanjian utang piutang di antara 

kreditur dengan debitur.
4
 Lembaga perbankan sesuai dengan amanat 

didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah sebagai 

lembaga intermediary (perantara) dana dari dan kepada masyarakat, dan 

juga sebagai salah satu penggerak sektor riil ekonomi di masyarakat. 

Dalam menyalurkan pinjaman diperlukan kemampuan dari masing-masing 

lembaga perbankan untuk dapat menganalisa terhadap usaha calon debitur, 

bank diwajibkan melakukan prinsip kehati-hatian/Prudential banking 

dalam menjalankan kegiatannya. 

Kredit yang diberikan oleh kreditur tentunya mengharuskan 

kreditur merasa aman. Maka untuk kepentingan keamanan terutama sekali 

guna menjamin pelunasan utang tersebut diperlukan alat pengaman bagi 

kreditur. Salah satu bentuk pengaman kredit yang paling mendasar dalam 

pemberian fasilitas kredit antara lain adalah objek jaminan, disamping 

kemampuan seorang debitur.
5
 Maka daripada itu dalam pelaksanaan 

pemberian kredit tersebut harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat 

tertentu, diantaranya terdapat agunan atau jaminan serta adanya perjanjian. 
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Pemberian kredit dilaksankan berdasarkan perjanjian dan juga terdapat 

jaminan, pemberian kredit yang diberikan oleh bank juga didasarkan atas 

kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian 

kepercayaan kepada debitur, perjanjian antara kreditur dan debitur dapat 

dituangkan ke dalam Perjanjian kredit secara tertulis. Perjanjian kredit 

dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada pengaturannya apakah dibuat 

secara tertulis atau lisan, akan tetapi pada umumnya yang terjadi pada 

setiap bank adalah setiap debitur yang menjamin uang di bank harus 

mengajukan permohonan kredit yang diajukan secara tertulis kepada pihak 

bank, tanpa harus melihat berapa jumlah kredit yang diminta. 
6
 

Dalam memberikan kredit, bank harus mempunyai keyakinan 

berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta 

kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. 

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam 

pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang 

sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam 

arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi 

kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting 

yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, 

sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang 
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seksama terhadap watak(Character), kemampuan(Capacity), 

modal(Capital), kondisi(Condition), aguan(Collateral). 

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

Tentang Perbankan Indonesia menyatakan: 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”.  

 

Dari rumusan pengertian sebagaimana yang ditetapkan oleh 

ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 

Tentang Perbankan Indonesia, dapat diketahui bahwa kredit adalah salah 

satu bentuk kegiatan usaha bank dalam rangka menyalurkan dananya 

kepada masyarakat.
7
 Dilihat dari sudut ekonomi, kredit diartikan sebagai 

penundaan pembayaran. Maksudnya pengembalian atas penerimaan uang 

dan/ atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya, 

akan tetapi pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan 

datang.
8
 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah pinjaman bank yang 

diberikan untuk tujuan pembelian rumah. 

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan selanjutnya mengatur 

tentang bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai 

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan 
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kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya 

sesuai dengan yang diperjanjikan. 

Keyakinan yang harus dimiliki oleh bank adalah dalam 

membangun suatu kepercayaan, anatara para pihak dibutuhkan berbagai 

informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan dari nasabah akan diminta 

pihak bank yang dikenal dengan persyaratan-persyaratan kredit. 

Sedangkan pihak nasabah fasilitas yang dapat diberikan oleh bank berikut 

keberadaan banknya sendiri. Informasi-informasi dari kedua belah pihak 

akan membentuk “kesepakatan”, dan selanjutnya menimbulkan 

kepercayaan atau kredit.
9
 Selanjutnya terkait kelayakan dan pemberian 

kredit, kredit tetap harus memperhatikan tentang empat unsur dalam kredit 

itu sendiri, yaitu kepercayaan, waktu, tingkat risiko dan prestasi. Dalam 

rangka untuk mencegah terjadinya masalah dalam hal kredit perbankan, 

bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikan persetujuan atas 

permohonan kredit. Untuk menganalisis suatu permohonan kredit pada 

umumnya digunakan kriteria 5C atau The Five C’s
10

, terutama jaminan. 

Jaminan dalam Kredit Pemilikan Rumah yaitu rumah yang akan 

dibeli/dihuni dengan kredit tersebut. 

Salah satu penyebab peningkatan pemberian Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) yaitu masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan 

rumah sedangkan sebagian besar masyarakat yang membutuhkan rumah 
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tidak mampu membeli rumah secara tunai karena harga yang mahal. 

Akhirnya, sistem kredit melalui KPR menjadi pilihan. Melihat kesempatan 

yang ada, maka setiap lembaga penyedia Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

harus bersaing menawarkan berbagai kemudahan kredit kepada nasabah 

(debitur) misalnya dalam hal penawaran suku bunga, proses persetujuan 

kredit, hingga pelayanan.
11

 

Dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk membahas 

lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang penting terkait dengan kredit dan 

jaminan perbankan. Dan untuk itulah penulis mengangkat dalam suatu 

skripsi dengan judul :  

“JAMINAN DAN KREDIT: ANALISIS YURIDIS 

TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH 

(KPR).” 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian Kredit Pemilikan Rumah? 

2. Bagaimana tanggung jawab hukum pada  para pihak dalam perjanjian 

Kredit Pemilikan Rumah? 

3. Masalah-masalah apa yang timbul dalam KPR dan bagaimana 

solusinya? 
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C. TUJUAN DAN MANFAAT HASIL PENELITIAN 

1. Tujuan Hasil Penelitian 

a. Untuk menganalisa Bentuk dan Isi perjanjian Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) 

b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pada para pihak dalam 

perajnjian Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Bank Tabungan 

Negara. 

c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dalam Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) dan bagaimana solusinya. 

2. Manfaat Hasil Penelitian 

a. Menambah pengetahuan tentang bentuk dan isi dari perjanjian 

Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

literature dalam dunia kepustakaan tentang Pelaksaan Perjanjian 

Kredit Pemilikan Rumah dan tanggung jawab para pihak. 

c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu, memeberikan 

tambahan masukan dan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait 

dengan masalah yang sedang diteliti, juga kepada berbagai pihak 

yang berminat pada permasalahan yang sama. 

 

 

 

 



10 

 

 

 

D. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Bahwa dari bagan diatas dapat di uraikan sebagai berikut, bahwa 

perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata 

perjanjian harus sesuai dengan syarat sahnya yaitu adanya kesepakatan 

(Adannya kata sepakat), kecakapan., Suatu hal tertentu, sebab yang halal. 

Dan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berisi “semua perjanjian yang 

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan 

Kredit Pemilikan Rumah 

UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG 

PERBANKAN 

 

 

Bentuk Dan Isi Perjanjian 

Tanggung Jawab Hukum Pada  Para 

Pihak Dalam Perjanjian Kredit 

Pemilikan Rumah 

Solusi 

Masalah-Masalah yang Timbul 

Dalam KPR 
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sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-

undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian dilaksanakan dengan 

itikad baik”. Dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) para pihak 

mempunyai tanggung jawab hukum masing-masing. Seiring berjalannya 

waktu dalam perjanjian seringkali masih ada masalah yang timbul, dan 

apabila terjadi masalah dikemudian hari maka pihak bank akan memberikan 

tenggang waktu pembayaran dan apabila debitur tidak mempunyai itikad 

baik umtuk melunasi hutangnya maka pihak bank akan menyelesaikannya 

dengan lelang. 

 

E. METODE PENELITIAN 

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dengan pengembangan 

ilmu pengetahuan maupun tehnologi. Hal ini disebabkan karena penelitian 

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi 

dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan 

kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.
12

 Penelitian 

Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum 

yang dihadapi.
13
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Konsep hukum dalam penelitian ini adalah konsep hukum adalah 

pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial 

yang empiris. Berdasarkan konsep hukum tersebut maka peneliti 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut : 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif  yaitu suatu penelitian 

yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 

keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif 

adalah untuk mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di 

dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun 

teori-teori baru.
14

 Menurut  Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan proses 

mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.
15

 

b. Metode Pendekatan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

yuridis empiris, yaitu  penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti data primer serta didukung dengan data sekunder berupa 

laporan-laporan yang diperoleh dilokasi penelitian serta bahan pustaka 

lainnya.
16

 Menurut Sorjono Soekanto pada penelitian hukum empiris 

yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian 

dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap 

                                                           
14
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masyarakat.
17

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari 

lapangan dan perundang-undangan. Sementara data sekunder adalah 

sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh dari sumber yang tidak 

langsung yang dapat memberikan keterangan tentang masalah yang 

diteliti seperti literatur, dokumen, arsip-arsip, dan peraturan 

perundang-undangan yang terkait. Sesuai dengan pendapat tersebut, 

maka penulis dalam penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasikan 

hukum, dalam hal ini perundang-undangan yang mengatur tentang  

Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

c. Lokasi  Penelitian   

       Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Cabang Pembantu Bank 

Tabungan Negara. 

d. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan 

dalam menggunakan tehnik wawancara dan undang-undang.
18

 

Dalam pelaksanaan tehnik ini, peneliti memperoleh pendapat atau 

opini tentang kebijakan yang ada dan langkah yang ditempuh 

dalam menyikapi permasalahan yang ada, melalui wawancara 
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 Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 42. 
18

 Bambang Sunggono, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:RajaGrafindo Persada, 

hlm.44. 
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langsung dengan para informan yaitu pimpinan Kantor Cabang 

Pembantu Bank Tabungan Negara. 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

dengan cara membaca jurnal, buku, literatur-literatur, serta 

informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang 

diteliti. Selain itu terdapat situs-situs atau website yang diakses 

untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder 

dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi 

penelitian ini. 

2. Sumber Data 

       Sumber data primer merupakan keterangan yang diperoleh dari 

semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang 

menjadi obyek penelitian. 

       Sumber data sekunder merupakan sumber data yang 

didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung 

data primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, 

dokumen-dokumen, jurnal, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan 

literatur-literatur yang mendukung data sekunder dalam penelitian 

ini.  

e. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan  data dengan  studi 

kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan cara 

membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi 
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maupun literatur-literatur yang erat hubungannya dengan 

permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data 

tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang 

di dalam penelitian ini. 

Dalam studi ini penulis mengumpulkan data dengan cara 

wawancara, observasi, membaca, memehami dan mengumpulkan 

bahan-bahann hukum yang akan diteliti, yaitu dengan membuat lembar 

dokumen yang berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari 

bahan-bahan hukum yang diteliti yang berkaitan dengan masalah 

penelitian yang sudah dirumuskan terhadap Undang-undang dan 

peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, 

buku-buku literature, dokumen, jurnal-jurnal. 

f. Metode Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu 

pendekatan yang menggunakan data yang dinyatakan secara verbal 

yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tantang apa yang 

dialami oleh subyek. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk 

mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis 

sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak 

mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam 

aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variable). Metode kualitatif 

dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan 
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masyarakat itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi 

oleh peneliti atau naturlistik.
19
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